
97 
 

pihak pengelola BLUD Dana Bergulir kepada masyarakat tentang 

pengeolaan dana nya. 

2) Sebaiknya dalam pemberian dana bergulir kepada masyarakat itu harus 

teliti dalam memilih siapa yang berhak dalam mendapatkan pinjaman 

dana bergulir tersebut, harus didasarkan pada prinsip 5C agar tidak 

banyak masalah kredit macet oleh nasabah. 
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